
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 7 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI 
TENGGARA NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 
ANGGARAN 2009.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang: a bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tabun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, maka Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi 
Sulawesi TenggaraTahun Anggaran 2009 yang telah ditetapkan dengan 
peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2008 perlu 
dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak.Mtd huruf a 
maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang 
pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. 
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara — 
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Sdatan-Tenggara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahim 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintrfi Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi 
Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3373.)

6. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593).

8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan 
Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609).

9 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 95 Tahun 2007.
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 Tentang 
Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009.

12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 Tentang 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 
1998 Tentang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 
2005 Tentang Pengelolaan Barang Daerah.

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 
2008Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Tenggara.

17 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 tahun 2008 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara.

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Dinas Provinsi 
Sulawesi Tenggara;

19 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Inspektorat, Bappeda, dan 
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Pedoman Pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada 
Daerah.
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MEMUTUSKAN:
Meaetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 74 
TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara 
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 
Anggaran 2009 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2008 Nomor 74) diubah sebagai berikut:
1. Antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 

12 A yang berbunyi sebagai berikut:
(1). Pengeluaran Belanja Keuangan Penyelenggaraan Peningkatan 

Pemerintahan Pembangunan dan Tugas Pengawasan Gubernur dan 
Wakil Gubernur meliputi:
a. Pemberian hadiah dalam bentuk uang dan / atau barang kepada 

kelompok masyarakat dan/atau perorangan terkait dengan 
penyelenggaraan Pemerintahan baik yang diperoleh melalui lomba 
desa/kelurahan kelompok yang berprestasi dalam latihan.

b. Dialog/Audiens dengan tokoh-tokoh masyarakat, 
Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial/Kemasyarakatan.

c. Penerimaan Kunjungan Keija Pejabat Negara / Departemen / 
Lembaga Pemerintah dan Departemen / Luar Negeri

d. Rapat Koordinasi dengan unsur Muspida
e. Rapat Ko«dmasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah
f. Kunjungan Keija / Inspeksi Kepala Daerah dan wakil kepala 

Daerah pada Kabupaten/Kota
g. Koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya.

(2) Besarnya Biaya Pengeluaran Belanja Keuangan Penyelenggaraan 
Peningkatan Pemerintahan Pembangunan dan tugas Pengawasan 
Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disftgunikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah.
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Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatan ya dalam Berita Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

PARAF KOORDINASI
jttGl UNIT SATUAN KERJA Mtfiti, / l  /itr*, ItrS w p in ;*

PA R AII

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari 
Pada tanggal 18 - 2 - 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SULAWESI TENGGARAiWESITENGGi*

W '
IL ZAlNAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN
2009 NOMOR....7...................
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